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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi antara kerangka konseptual dengan laporan 

keuangan pemerintah (LRA & LO) pada Dinas sektor pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) 

Jawa Timur 2022. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur review dari berbagai 

jurnal publish yang terkait dengan penelitian ini serta PP 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah Lampiran 1 terkait SAP berbasis Akrual. Data laporan keuangan yang 

dianalisis yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan terdapat implikasi atas 

kedua laporan tersebut (LRA dan LO), LRA mengungkapkan rincian mengenai alokasi anggaran, 

realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan sejalan dengan persyaratan 

akuntansi berbasis akrual.  LO menyajikan rincian pendapatan, pengeluaran, dan 

kelebihan/defisit yang komprehensif dan konsisten. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan 

bahwa ada implikasi yang kuat antara kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan Laporan 

Realisasi Anggaran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022 

Kata Kunci: Kerangka Konseptual, Disparbud, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Operasional 

 

Abstract 

This study aims to analyze the implications between the conceptual framework and government 

financial reports (LRA & LO) at the East Java Tourism and Culture Sector Office (Disparbud) in 

2022. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Research data 

were collected through a literature review study of various published journals related to this study 

and PP 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards Appendix 1 related to 

Accrual-based SAP. The financial report data analyzed were the Budget Realization Report and 

Operational Report of the East Java Tourism and Culture Office in 2022. The results of the study 

show that there are implications for both reports (LRA and LO), LRA reveals details regarding 

budget allocation, revenue realization, expenditures, transfers, and financing in line with accrual-

based accounting requirements. LO presents comprehensive and consistent details of revenue, 

expenditure, and excess/deficit. This clearly shows that there are strong implications between the 

conceptual framework of government accounting and the Budget Realization Report of the East 

Java Tourism and Culture Office in 2022   

Keywords: Conceptual Framework, Disparbud, Budget Realization Report, Operational Report  

 

PENDAHULUAN  

Perekonomian Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata, dimana sektor ini  

berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan lokal dan penciptaan lapangan kerja baru. 

Akibatnya, mengelola sektor pariwisata dengan benar sangat penting. Laporan keuangan 
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pemerintah adalah alat yang dapat digunakan untuk mengelola sektor pariwisata dengan baik. 

Laporan ini harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan berdasarkan 

kerangka konseptual yang jelas.  

Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik (KKA SP) yang diterbitkan oleh BPK 

Republik Indonesia merupakan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menyusun 

laporan keuangan pemerintah. KKA SP memberikan panduan bagi penyusun laporan keuangan 

pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal tentang entitas 

publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan landasan fundamental yang 

mengarahkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan di sektor publik. Dalam konteks 

sektor publik, kerangka konseptual ini memainkan peran kritis dalam mendukung transparansi 

dan akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan sumber daya publik. Kerangka konseptual 

akuntansi sektor publik merupakan panduan utama dalam penyusunan laporan keuangan 

pemerintah. Kerangka ini menyediakan dasar teoretis dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan adalah relevan, andal, konsisten, dan 

dapat dibandingkan. Implikasinya sangat signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah, 

karena kerangka konseptual mengarahkan bagaimana transaksi keuangan dicatat, 

diklasifikasikan, dan dilaporkan. Dengan adanya kerangka ini, laporan keuangan pemerintah 

dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, meningkatkan transparansi, dan 

akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kerangka konseptual 

membantu memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengurangi risiko 

kesalahan dan ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan. Secara keseluruhan, kerangka 

konseptual akuntansi sektor publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan integritas 

laporan keuangan pemerintah, yang pada akhirnya mendukung pengelolaan keuangan publik 

yang lebih efektif dan efisien. 

 KKA SP membantu sektor pariwisata Jawa Timur dengan memastikan bahwa laporan 

keuangan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencerminkan kondisi keuangan 

yang sebenarnya, sehingga kinerja keuangan dan penggunaan sumber daya dapat digambarkan 

dengan jelas. Kerangka ini tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga 

memberikan panduan praktis untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi 

keuangan. Dengan menggunakan kerangka konseptual ini, laporan keuangan pemerintah dapat 

digunakan sebagai alat yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan tentang 

manajemen sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemangku kepentingan, termasuk pemerintah 

pusat dan masyarakat, dapat menggunakan informasi yang dihasilkan untuk menilai efektivitas 

penggunaan anggaran, merencanakan kebijakan yang akan datang, dan menemukan area mana 

yang perlu diperbaiki. Selain itu, kepatuhan terhadap KKA SP menurunkan risiko kesalahan dan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah karena laporan 

keuangan pemerintah memenuhi standar akuntansi yang berlaku. 

Penerapan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik (KKA SP) dan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat penting untuk pengelolaan keuangan sektor publik, 

terutama di sektor pariwisata Jawa Timur. KKA SP tidak hanya memberikan pedoman teoretis, 

tetapi juga menetapkan dasar untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat relevan, 

andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penerapan KKA SP dan SAP secara 

konsisten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur akan menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan membuat pengelolaan sumber daya publik 

lebih transparan dan lebih adil. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan 

anggaran daerah dapat memaksimalkan pertumbuhan sektor pariwisata dan menarik investor 

dan masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan memiliki laporan keuangan yang akurat dan dapat 

diandalkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur dapat melakukan evaluasi kinerja 

yang lebih efisien, menemukan area mana yang perlu diperbaiki, dan merencanakan kebijakan 

yang lebih efisien. Selain itu, integrasi KKA SP dan SAP dalam penyusunan laporan keuangan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah karena mengurangi 

kesalahan dan ketidakakuratan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang 

efisien, efisien, dan berkelanjutan di sektor pariwisata Jawa Timur, adalah penting untuk 

menerapkan kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang tepat dan sesuai standar. 
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Studi sebelumnya telah meneliti hubungan antara kerangka konseptual dan laporan 

keuangan pemerintah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerangka konseptual 

memberikan panduan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi 

keuangan yang relevan dan andal. Laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan 

kerangka konseptual dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan entitas publik. Informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar 

untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan entitas publik. Dalam 

penelitian ini kami akan menganalisis implikasi antara kerangka konseptual dan laporan 

keuangan pemerintah pada sektor pariwisata dengan mengambil kasus Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional Disparbud Jawa Timur 2022. 

 

METODE 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Data penelitian yang dikumpulkan melalui studi literatur review dari berbagai jurnal 

publish yang terkait dengan penelitian ini serta PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah Lampiran 1 terkait SAP berbasis Akrual. Data laporan keuangan yang dianalisis 

yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Jawa Timur tahun 2022. Kemudian dari data yang ada kami analisis apakah terdapat implikasi 

antara Kerangka Konseptual dengan laporan keuangan dari Disparbud Jawa Timur tersebut serta 

apakah Disparbud sudah menerapkan kerangka konseptual dalam penyusunan dan penyajian 

atas laporan keuangannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pariwisata adalah salah satu sektor yang penting dalam sistem perekonomian Indonesia 

termasuk Jawa Timur. Secara global sektor pariwisata ini diperkirakan akan mengalami 

pertumbuhan terus menerus meskipun didalam kondisi ekonomi dan sosial yang tidak pasti. 

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata memberikan peningkatan kontribusi pada 

perekonomian yang signifikan. Sehingga sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat 

penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan lapangan pekerjaan. Oleh 

karena hal itu, sangat penting bagi pemerintah untuk  melakukan pengelolaan keuangan sektor 

pariwisata secara efekti dan akuntabel.  

Laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengevaluasi 

kinerja keuangan dan tanggung jawab pemerintah. Mereka juga berfungsi sebagai sarana untuk 

meminta pertanggungjawaban manajemen keuangan untuk entitas baik di sektor publik maupun 

swasta. Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memastikan penyediaan informasi 

keuangan yang jelas dan dapat dipahami untuk pengambilan keputusan di masa depan oleh 

pengguna. Laporan keuangan yang memenuhi syarat harus memiliki karakteristik kualitatif 

yang memadai. Sebagaimana diuraikan dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif 

ini merupakan tolak ukur yang harus dipatuhi dalam informasi akuntansi untuk mencapai 

tujuan. Dengan demikian, laporan keuangan perlu mencakup empat karakteristik kualitatif: 1) 

relevansi, menunjukkan bahwa laporan keuangan harus menawarkan informasi yang 

komprehensif dan tepat waktu dengan umpan balik yang mampu mempengaruhi keputusan 

pengguna mengenai peristiwa masa lalu atau saat ini; 2) keandalan, menunjukkan bahwa 

laporan keuangan harus transparan dan tanpa informasi yang menyesatkan; 3) dapat dipahami, 

menandakan bahwa laporan keuangan harus mudah dipahami dan disesuaikan dengan kendala 

pengguna; dan 4) dapat dibandingkan, menyiratkan bahwa laporan keuangan menjadi berharga 

ketika mereka dapat disandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas 

lain. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan 

Operasional (LO). LRA mengungkapkan realisasi anggaran pemerintah, sementara LO 

menggambarkan kinerja operasi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah berdiri 

sebagai panduan utama dalam merumuskan dan menyajikan laporan keuangan di sektor publik. 

Kerangka konseptual laporan keuangan pemerintah bertindak sebagai peta jalan dalam 

menyusun pernyataan tersebut. Kerangka kerja ini menggambarkan komponen laporan 

keuangan pemerintah dan bagaimana komponen-komponen ini harus dinilai dan diungkapkan. 

Unsur-unsur kerangka konseptual ini meliputi: 1) Aset, yang merupakan sumber daya ekonomi 



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 8 Nomor 1, 2025 | 1303 

 

Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 

yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah karena kejadian masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diantisipasi untuk diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, dan dapat dikuantifikasi dalam unit moneter, mencakup 

sumber daya nonkeuangan yang penting untuk penyediaan layanan publik dan sumber daya 

yang dipertahankan untuk motif sejarah dan budaya; 2) Kewajiban, yang timbul dari peristiwa 

masa lalu yang mengarah pada arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 3) Ekuitas, 

mewakili kekayaan bersih pemerintah sebagai perbedaan antara aset dan liabilitasnya. 4) 

Pendapatan, dengan pendapatan LRA, semua penerimaan ke Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah yang menambah Neraca Anggaran Lebih banyak di tahun anggaran terkait dan 

tidak memerlukan pembayaran pemerintah, sedangkan pendapatan LO adalah hak pemerintah 

yang diakui sebagai dorongan terhadap ekuitas selama periode pelaporan; 5) Pengeluaran, 

mewujudkan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah Neraca Anggaran 

Lebih banyak di tahun anggaran dan tidak diharapkan dipulihkan oleh pemerintah. 6) Arus kas, 

menandakan arus kas masuk dan keluar, dan setara kas di Bendahara Umum Negara/Regional. 

(BPK, 2010) 

Laporan keuangan utama terdiri dari berbagai komponen, seperti Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), yang menawarkan pandangan komprehensif tentang sumber daya keuangan 

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, merinci perbandingan antara anggaran dan angka 

aktual. LRA mencakup pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan. Selain itu, neraca 

menggambarkan status keuangan aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan arus kas berfokus pada 

kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran. Ini melacak dana 

pemerintah dari saldo awal melalui pengumpulan, pengeluaran, hingga saldo akhir. Selanjutnya, 

serangkaian laporan keuangan memberikan penjelasan naratif rinci tentang angka-angka dalam 

laporan tersebut, termasuk informasi tentang kebijakan akuntansi dan rincian penting lainnya 

yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kepatuhan terhadap 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah wajib selama penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan pemerintah. Kerangka peraturan ini memiliki otoritas hukum dan dirancang untuk 

meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan yang disebarluaskan oleh badan-

badan pemerintah, baik secara terpusat maupun regional. Penerapan SAP yang konsisten 

diyakini secara luas dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah dengan 

memfasilitasi penyediaan data keuangan yang lebih tepat, transparan, dan dapat dilacak yang 

dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk proses pengambilan keputusan pemerintah. Pada 

studi sebelumnya yang dilakukan oleh Erna pada tahun 2020, berjudul “Analisis Implementasi 

Kebijakan Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan,” menyoroti dampak dan korelasi yang 

signifikan antara SAP dan kualitas laporan keuangan dalam ranah administrasi publik. 

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP yang efektif siap untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. 

Implikasi antara kerangka konseptual dengan laporan keuangan pemerintah (LRA & 

LO) 

Kerangka konseptual merupakan komponen penting dalam penyajian dan penyusunan 

laporan keuangan pemerintah LRA & LO. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas tinggi yang dapat membantu pengambilan keputusan pengguna, kerangka konseptual 

yang digunakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami akan menganalisis apakah laporan 

keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022 (LRA & LO) terdapat 

implikasi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Berikut merupakan data Laporan 

Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

(Disparbud) Jawa Timur tahun 2022 dan 2021. 
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Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Disparbud Jawa Timur 2022 dan 2021 

 
Sumber: (Ii et al., n.d.) 

 

Tabel 2. Laporan Operasional Disparbud Jawa Timur 2022 dan 2021 
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Sumber: (Ii et al., n.d.) 

 

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur Tahun 2022 dan 2021 

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Semua laporan tersebut dapat dikatakan 

berkualitas apabila dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan dikatakan berkualitas apabila dalam penyusunannya menggunakan pedoman kerangka 

konseptual akuntansi pemerintah. Namun pada analisis kali ini kami hanya akan menggunakan 

dua laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional untuk mengetahui 

apakah dalam laporan keuangan pemerintah Disparbud Jawa Timur sudah menggunakan 

kerangka konseptual sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangannya sehingga terdapat 

implikasi antara keduannya. 

Laporan Realisasi Anggaran 

Dalam LRA tersebut menunjukkan bahwa target pendapatan sebesar Rp. 1.381.000.000,00, 

dan realisasi pendapatan yang didapatkan sebesar Rp. 1.868.372.551,00. Hal ini menunjukkan 

bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur telah mampu meningkatkan pendapatan 

lebih dari 135% dari target yang ditetapkan. Selain itu LRA ini juga menunjukkan rincian 

belanjanya selama satu periode dengan total yang dianggarkan sebesar Rp. 143.829.764.386,00 

namun pada akhirnya hanya terealisasi sebesar Rp. 142.448.764.386,00. Sehingga pada periode 

ini pemerintah sudah menghemat anggaran belanja sebesar 95,84%. Dalam kerangka konseptual 

akuntansi pemerintah LRA ini telah memenuhi persyaratan akuntansi berbasis akrual yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) pada Lampiran I (SAP Berbasis Akrual). LRA ini dapat dikatakan terdapat 

implikasi dengan kerangka konseptual, karena telah memberikan informasi tentang anggaran 

dan realisai pendapatan , belanja, transfer dan pembiayaan. Selain itu, LRA Disparbud Jawa 

Timur ini juga menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih baik yang terlihat dari 

kemampuannya dalam melakukan peningkatan pendapatan lebih dari target yang ditetapkan 

serta mampu melakukan penghematan belanja. 

 

 



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 8 Nomor 1, 2025 | 1306 

 

Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 

 

Laporan Operasional 

Laporan Operasional menunjukkan bahwa pendapatan operasional Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 senilai 63.617.333.651,00, turun menjadi Rp 

1.819.668.097,00 pada tahun 2022, mencerminkan penurunan pendapatan 97,14%. Selanjutnya, 

pengeluaran daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2022 

sebesar Rp. 143.221.944,138,96, meliputi berbagai biaya operasional dan non operasional. 

Defisit besar dalam kegiatan non-operasional sebesar Rp 620.363.062,00 mengakibatkan total 

defisit operasi sebesar Rp 142.022.639.190,96. Defisit ini terutama berasal dari defisit non-

operasional yang jauh lebih besar dibandingkan dengan surplus non-operasional. Meskipun 

defisit kegiatan nonoperasional lebih kecil sebesar Rp 620.362.062,00, tidak ada surplus non-

operasional yang berkontribusi terhadap laporan operasional Kementerian Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Surplus yang tidak mencukupi sebesar Rp 5.500.000,00 

gagal mengimbangi defisit non-operasional yang signifikan. Dokumen ini menekankan 

kekurangan yang signifikan di semua klasifikasi, yang berasal dari kegiatan non-operasional dan 

surplus keseluruhan (atau defisit) - LO. Defisit ini terutama dipengaruhi oleh beban non-

operasional yang substanțial, dengan surplus non-operasional kecil gagal mengimbangi beban 

ini. Entri penting tidak berdampak karena tidak ada pendapatan atau pengeluaran luar biasa 

yang dicatat. Akibatnya, diperlukan analisis yang lebih komprehensif oleh pemerintah untuk 

menentukan penyebab defisit signifikan dalam Laporan Operasional Kementerian Pariwisata 

dan Kebudayaan di Jawa Timur, bersama dengan mengusulkan strategi untuk mengurangi 

defisit tersebut. Sementara Laporan Operasional ini memenuhi tuntutan akuntansi berbasis 

akrual dalam kerangka konseptual pemerintah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar dan 

tujuan akuntansi pemerintah sangat penting. Oleh karena itu, ada korelasi antara laporan 

operasional dan kerangka konseptual pemerintah, karena laporan dari Kementerian Pariwisata 

dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dengan cermat menyajikan informasi tentang pendapatan, 

pengeluaran, dan surplus daerah, menunjukkan pendekatan pelaporan yang konsisten. 

Ada beberapa opsi yang dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur lebih sesuai dengan ketetapan dan standar yang 

diterapkan dalam kerangka konseptual dan aturan yang berlaku. Pertama, staf keuangan harus 

dilatih untuk memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis 

akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelatihan harus 

mencakup teknik pencatatan akrual, pemahaman tentang kerangka konseptual akuntansi sektor 

publik, dan praktik terbaik dalam pelaporan keuangan pemerintah. Kedua, meningkatkan sistem 

pengendalian internal untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar 

dan tepat waktu. Ini mencakup penerapan prosedur audit internal yang ketat, yang 

memungkinkan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam pencatatan keuangan 

sebelum laporan keuangan dibuat. Pengendalian internal yang baik juga melibatkan pemisahan 

tugas yang jelas, verifikasi independen, dan pengawasan terus menerus terhadap proses 

kegiatan. Ketiga, pelaporan keuangan yang lebih efisien dan akurat dapat dicapai melalui 

penggunaan teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dapat membantu 

dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan secara otomatis dan konsisten. 

Sistem ini juga dapat menyediakan laporan keuangan dalam waktu nyata, yang memungkinkan 

manajemen untuk melakukan pemantauan dan analisis secara lebih efektif.  Keempat, lebih 

banyak transparansi dan lebih banyak komunikasi dengan pemangku kepentingan. Ini dapat 

dicapai melalui penyusunan laporan keuangan yang lebih rinci dan mudah dipahami serta 

penyediaan ringkasan eksekutif yang menjelaskan kinerja operasional dan keuangan dalam 

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, audit laporan keuangan yang dilakukan 

oleh auditor eksternal independen dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keandalan 

dan akurasi laporan tersebut. Dengan beberapa langkah-langkah ini, pemerintah dapat mencapai 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara 

yang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang berlaku. 

 

SIMPULAN 
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Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang didasarkan pada kerangka 

teoritis membawa banyak implikasi signifikan. Ini termasuk meningkatkan transparansi dan 

tanggung jawab dalam pelaporan keuangan pemerintah, memastikan konsistensi dan 

komparabilitas laporan keuangan di berbagai periode dan entitas, memfasilitasi pengambilan 

keputusan berdasarkan informasi melalui penyediaan informasi yang relevan dan dapat 

diandalkan, menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang untuk mengurangi 

risiko hukuman, dan meningkatkan efisiensi proses pelaporan keuangan dan pemanfaatan 

teknologi. Intinya, kepatuhan terhadap SAP meningkatkan transparansi, tanggung jawab, dan 

efisiensi dalam pengawasan keuangan pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian 

Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur untuk tahun 2022 menggambarkan implikasi yang 

selaras dengan dasar-dasar teoritis akuntansi pemerintah. Ini mengungkapkan rincian mengenai 

alokasi anggaran dan realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan sejalan 

dengan persyaratan akuntansi berbasis akrual. Demikian pula, Laporan Operasional Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022 menunjukkan implikasi sejalan dengan 

kerangka konseptual akuntansi pemerintah dengan menyajikan rincian pendapatan, pengeluaran, 

dan kelebihan/defisit yang komprehensif dan konsisten. Meskipun ada defisit penting dalam 

Pernyataan Operasional, situasi ini tidak membahayakan kepatuhan dengan kerangka konseptual 

akuntansi pemerintah. Sebaliknya, ini menggaris bawahi pentingnya mematuhi prinsip-prinsip 

dasar dan tujuan akuntansi pemerintah dalam persiapan laporan keuangan di masa depan. 

Sangat jelas bahwa ada korelasi yang kuat antara kerangka konseptual akuntansi 

pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur 

tahun 2022. Pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta realisasi anggaran dibahas 

secara menyeluruh dalam laporan ini. Informasi ini disajikan sesuai dengan standar akuntansi 

berbasis akrual, yang memastikan pelaporan keuangan yang jelas dan akurat. Ini menunjukkan 

komitmen organisasi terhadap praktik akuntansi yang tepat dan tujuan pengelolaan keuangan 

yang bertanggung jawab. 

Selain itu, Laporan Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 

2022 menyajikan informasi yang rinci dan konsisten tentang pendapatan, beban, dan surplus 

atau defisit. Dengan penyajian yang mendetail, laporan ini memberikan gambaran yang jelas 

tentang kinerja operasional dinas tersebut, sehingga pemangku kepentingan dapat membuat 

penilaian yang lebih akurat tentang operasionalnya. Meskipun Laporan Operasional mengalami 

kekurangan yang signifikan, hal ini tidak mengurangi kepatuhan terhadap kerangka konseptual 

akuntansi pemerintah. Selain menunjukkan bahwa ada masalah dalam pengelolaan keuangan, 

defisit tersebut juga membuka peluang untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam penyusunan 

laporan keuangan selanjutnya, penting bagi dinas tersebut untuk mempertimbangkan prinsip 

dasar dan tujuan akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk secara konsisten 

meningkatkan kinerja keuangan dan operasional. 

Secara keseluruhan, laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur 

tahun 2022 telah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang kondisi keuangan dan 

operasional dinas. Dinas ini dapat memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan 

keputusan dengan tetap mengikuti standar akuntansi pemerintah. Evaluasi defisit saat ini dapat 

digunakan ke depannya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan mencapai tujuan 

pembangunan pariwisata dan kebudayaan yang berkelanjutan di Jawa Timur. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Mahiroh, G. (2019). Analisis Hubungan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia. Universitas Brawijaya Malang 

BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Erna. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan. 

Jurnal Health Sains, 1(5), 527–537. https://doi.org/10.46799/jsa.v1i5.99 

BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 8 Nomor 1, 2025 | 1308 

 

Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 

Eperna, A., Salim, F. F., Chinda, L., Rohaizat, P. S., & Stevania, W. (2021). Analisis Pengaruh 

Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014-2020. Jurnal Sosial Sains, 1(6), 535–544. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i6.128 

Ii, I., Iv, I., Vi, V., Isi, D., Tabel, D., Gambar, D., Lampiran, D., Pengantar, K., Jawab, P. T., 

Anggaran, L. R., Operasional, L., Ekuitas, L. P., Atas, C., Keuangan, L., Belakang, L., Dan, 

M., Penyusunan, T., Keuangan, L., Hukum, L., … Pengukuran, B. (n.d.). No Title. 

Nugraeni, & Budiantara, M. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah TerhadapKualitas 

Laporan Keuangan Dan Implikasinya TerhadapAkuntabilitas Kinerja. Jurnal Dinamika 

Ekonomi & Bisnis, 12(1), 18–32. 

Putri, F. R., Vhatika, I., Yanto, H., Zukhrufa, N., & Panorama, M. (2019). The Influence Of 

Tourism On Economic Growth In Indonesia. Quantitative Economics Journal, 8(2), 1–11. 

Sutrisno, S., & Astuti, I. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan 

Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan 

Siber Dan Sandi Negara. Aliansi : Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 18(2), 185–198. 

https://doi.org/10.46975/aliansi.v18i2.532 


